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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2ZDTAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan
serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan investasi maka perlu adanya sistem
pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;

b. bahwa untuk lebih efektif dan testrukturnya pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan
maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan
layanan kepada pelaku usaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib
menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan
publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor oQ038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

?




MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan
Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelengaaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, tejangkau dan terukur.

Pasal 2
Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas
dan kinerja pelayanan sesuai dengan Kebutuhan
masyarakat dan selaras dengan  kemampuan
penyelenggaraan pelayanan publik schingea
mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

Prinsip dalam penyusunan, penetapan dan pencrapan

Standar Pelayanan Publik di  Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dilakukan dengan memperhatikan:

a. sederhana merupakan standar pelayanan vang
mudah dimengerti, mudah diitkuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan perosedur
yang jelas;

b. partisipatif —merupakan penyusunan = standar
pelayanan dengan melibatkan masvarakat dan
pihak terkait untuk membahas bersama dari
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen
atau hasil kesepakatan;

c. akuntabel merupakan hal yang diatur dalam
standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan  kepada  pihak yang
berkepentingan;

d. berkelanjutan merupakan standar pelayanan harus
terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya
peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan:

€. transparansi merupakan standar pelavanan harus



dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
f keadilan merupakan standar pelayanan harus
menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat
menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, jarak lokasi geografis,
perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

dan

Pasal 4
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu wajib menyusun standar pelayanan
publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang pelayanan publik.
(2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi komponen:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar
Operasional Prosedur;
jangka waktu penyelesaian;
biaya/ tarif;
produk pelayanan;
prasarana dan Sarana;
. kompetensi pelaksana;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran dan masukan;
. jumlah pelaksana;
jaminan pelayanan;
. jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana,;
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Pasal 5
(1) Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. Perizinan yang dilayani melalui sistem Online
Single Submission (OSS), meliputi:
1. Sektor kelautan perikanan:
1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
2) Surat Izin Usaha Perikanan; dan
3) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri
Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
2. Sektor pertanian:
1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
2) lzin Praktek Dokter Hewan;
3) Praktik dokter hewan dan pelayanan




paramedik  veteriner (Praktik dokter
hewan untuk warg negara asing);

4) Pelayanan jasa laboratorium veteriner;

5) Praktik dokter hewan dan pelayanan
paramedik veteriner (Praktik  dokter
hewan untuk warga negara Indonesia);

6) Praktik dokter hewan dan pelayanan
paramedik veteriner (pelayanan
paramedik veteriner); dan

7) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha
Kecil (PSAT-PDUK);

Lingkungan hidup dan kehutanarn:

1) Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

2) Izin Lingkungan,

3) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL); dan

4) Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun);

Sektor perindustrian:

1) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan

2) Izin Usaha Industri (IUI);

Sektor perdagangan:

1) Nomor Induk Berusaha (NIB);

2) Izin Usaha Perdagangan,

3) Tanda Daftar Gudang; dan

4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi
Penerima Waralaba Berasal dari
Waralaba Dalam Negeri;

Sektor transportasi:

1) Nomor Induk Berusaha (NIB);

2) Izin Usaha Angkutan; dan

3) Izin Trayek;

Sektor kesehatan:

1} Nomor Induk Berusaha (NIB);

2) Izin Apotik ;

3) Toko Obat;

4) Izin Klinik;

5) Izin Rumah Sakit Umum Daerah;

6) Izin rumah Sakit Swasta;

7) Sertifikat Pemenuhan Komitrnen

Produksi Pangan Olahan Industri;

8) Rumah Tangga (SPP-IRT);

9) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;

10) Sertifikat Laik Sehat; dan

11) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan

Industri Rumah Tangga;,

Sektor ketenagakerjaan:




1) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2) Izin Pelatihan Tenaga Kerja.

b. Standar Pelayanan Publik melalui sistem

sicantik cloud, meliputi:
1. Sektor Pertanian:
1) Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning);
dan
2) Izin Praktek Paramedik Veteriner.
2. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan:

1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
dan

2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah
(IPAL);

3. Sektor Kesehatan:

1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter
(SIPD);

2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB),

3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);

4)  Surat Izin Praktek Perawat Anestesi
(SIPPA);

5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM);

6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan
Mulut (SIPTGM);

7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);

8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);

9) Surat Izin Praktek Fisioterafis (SIPF);

10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIPTTK);

11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien
(SIPRO);

12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E};

13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIPTTK);

14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);

15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);

16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
(SIKTS);

17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);

18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);

19) Surat Izin Optical (SIO);

20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);

21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin
Operasional Klinik;

22) Surat Izin Laboratorium Swasta;

23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
(STPT);




24) Surat Izin Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (PP-IRT); dan
25) Surat Izin Apotik (SIA).
4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
1) Izin Operasional SMP Swasta;
2) Izin Operasional SD Swasta;
3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat;
4) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia
Dini; dan
S) Izin Operasional Kursus.
S. Sektor Periklanan:
1) Izin Reklame.

c. Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi
teknis terintegrasi/Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung (SIMBG), meliputi Sektor
Pekerjaan umum dan perumahan real eastat:

1) Izin Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG); dan
2) lzin Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

(2) Standar Pelayanan Publik melalui sistem online
single submission sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Pelayanan Publik melalui sistem sicantik
cloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{(4) Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi teknis
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal | Iﬁpbﬁmbﬁr 2021

SEKRETARIS DAERAH

KAB N PASAMAN BARAT,
| "

HENDRA PUTRA

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal | Sgptember 2073

BUPATI PASAMAN BARAT,
V74 3
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H. HAMSUARDI

\
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR  PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)

1. SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN

Bidang Usaha Janpi
Hamgr f{;:e Judul KBLI Waltu Masa Berlaku
I
Urusan/Sektor Kelautan
1. .
dan Perikanan
A. Rendah
47215 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Hasil Usaha menjalankan
Perikanan kegiatan usaha
47245 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Daging Usaha menjalankan
dan Ikan Olahan kegiatan usaha
47753 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Ikan Hias Usaha menjalankan
kegiatan usaha
47754 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Pakan Usaha menjalankan
Ternak/Unggas/ kegiatan usaha
| Ikan dan Hewan
Piaraan
47815 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Kaki Usaha menjalankan
Lima dan Los kegiatan usaha
Pasar Komoditi
Hasil Perikanan
47825 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Kaki Usaha menjalankan
Lima dan Los kegiatan usaha
Pasar Daging
Olahan dan Tkan
Olahan
47828 | Perdagangan NA Berlaku selama Pelaku
Eceran Kaki Usaha menjalankan
Lima dan Los kegiatan usaha
Pasar Pakan
Ternak, Pakan
| Unggas dan
; Pakan lkan




""" [ Sistem perizinan online
Website
Internet (wifi)
N P _&p_l_ikas'i arsip digital _
8 | Kompetensl 1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik.
Pelaksanaan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
| 8. Mampu mengoperasikan Komputer
5 |Pengawasan | L. Dilakukan oleh atasan langsung
Internal |2 Dilakukan oleh Tim Audit Intemal
10 |Penanganan | 1. Kotak saran dan pengaduan
Pengaduan 2. Emalil ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com
saran dan 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121
masukan 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638
5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan
| Onlne
11 | Jumlah 2 (dua) Orang
Pelaksana S
12 | Jaminan 1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam
Pelayanan 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00)
2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d
15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30)
- 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN
13 | Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
keamanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan
dan peraturan yang berlaku.
keselamatan
pelayanan
14 | Evaluasi 1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey
Kinerja 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan
Pelaksana pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
disiplin

2. SEKTOR PERTANIAN
1) Izin Praktek Dokter Hewan,

Bidang Usaha Jangka
Nomor Ilicécllj Judul KBLI Waltu Masa Berlaku
2 Urusan/Sektor Pertanian
A. Rendah
01191 | Pertanian Tanaman NA Selama menjalankan
Pakan Ternak kegiatan usaha
01111 | Pertanian Jagung NA Selama menjalankan
kegiatan usaha
01112 | Pertanian Gandum NA Selama menjalankan
kegiatan usaha
01113 | Pertanian Kedelai NA Selama menjalankan
kegiatan usaha
01114 | Pertanian Kacang NA Selama menjalankan
Tanah kegiatan usaha
01115 | Pertanian Kacang NA Selama menjalankan
Hijau kegiatan usaha J




3. LINGKUNG

AN HIDUP DAN KEHUTANAN

— ——

— [ BidangUsaha -
Nomor | Kode Judul KBLI Jangka Waktu | perjaku
KLl | oo L B
— T Urusan/Sektor Lingkungan Hidup
3 | danKehutaman
"A. Rendah
B. Menengah Rendah
C. Menengah Tinggi
37011 Pengumpulan air 1. Pemeriksaan 5 Tahun
limbah tidak administrasi 5
berbahaya hari kerja;
danPemeriksaan
teknis 1 tahun.
2. Pemeriksaan
teknis 1 tahun.
37012 Pengumpulan air 1. | Pemeriksaan 5 Tahun
limbah berbahaya administrasi 5
hari kerja; dan
Pemeriksaan
teknis 1 tahun.
2. | Pemeriksaan
teknis 1 tahun.
37021 Treatment dan 1. | Pemeriksaan 5 Tahun
pembuangan air administrasi 5
limbah tidak hari kerja; dan
berbahaya Pemeriksaan
teknis 1 tahun.
2. | Pemeriksaan
i teknis 1 tahun.
02209 Usaha kehutanan 5 Hari 5 Tahun
lainnya
02209 Usaha kehutanan 10 Hari 5 Tahun
lainnya
02209 Usaha kehutanan 10 Hari 5 Tahun
lainnya
D. Tinggi
37022 Treatment dan 1. | Pemeriksaan 5 Tahun
pembuangan air administrasi 5
limbah berbahaya hari kerja;
danPemeriksaan
teknis 1 tahun.
2. | Pemeriksaan
teknis 1 tahun.
02209 Usaha kehutanan 25 Hari 10 Tahun
lainnya
‘ 02209 | Usaha kehutanan 25 Hari 10 Tahun
1 lainnya
| 02209 Usaha kehutanan 25 Hari 10 Tahun
; | lainnya |
‘ 102209 Usaha kehutanan 25 Hari 10 Tahun
‘ lainnya
102209 | Usaha kehutanan 25 Hari 20 Tahun




- |
| W

C [

Pelaksana

Jaminan
Pelavanan

1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam
6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) ;

' 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d
15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) ; dan

{
9.

Bebas dari pungli dan praktek KKN.

Jaminan
keamanan

Voo
aan

peraturan yang berlaku.

keselamatan

pelavanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

1. Bvaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan

I

Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan

pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan

disiplin.

I

4, SEKTOR PERINDUSTRIAN
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2} Izin Usaha Industri (1UI);

| Jangka

Masa Berlaku

4

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Selama Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan usaha

Bidang Usaha
Nomor Kode |
KBLI Judul KBLI Waktu
Urusan/Sektor Perindustrian
A. Rendah
10211 | Industri Penggaraman / NA
Pengeringan lkan
10212 | Industri Pengasapan/ NA
Pemanggangan lkan
10214 Industri Pemindangan lkan i NA
|
10215 Industri Peragian/Fermentasi | NA
Ikan
10291 | Industri Penggaraman / NA
Pengeringan Biota Air
' Lainnya
10292 | Industri Pengasapan/ NA
 Pemanggangan Biota Air
| Lainnya
10294 | Industri Pemindangan Biota | NA
' Air Lainnya
10295 | Industri Peragian / NA

Selama PelakM




10 ' pengaduan 2. Emaj ,Saran dan

Pengady

m d g e
» UDm an; Fe———
saran dan 3. WhatShap stppasamanbarat@ : |
' masukan 4. SMS/Whg s ayanan Crizinan Oggnfg'l'mm; l
| 5. Fotm Pengady 74371121;
nlinlci,hr del Kep asanaI\IJIEE)SB}flelg ?{584 S638; dan |
| rakat Penco |
W 2 (dua) Ol‘ang at Pengaduan i
| pelaksana
" Jaminan 1. Jam 1
12 P€layanan :
| Pelayanan 6.30 s.d 15.00 &]arl Senlr} s.d Kamis mulaj jam
! 2. Jam pela Waktu Istirahat 12 0g s.d 13.00)
| Yanan ari Jum'at : o N
| 15.30 (Wakty Istirgp, o aljam 6,30 5.4
' 3. Bebas darj at 12.00 5.d 13.30); dan

3 Jaminan

Jaminan keam
keamanan dan

diberikan kepa

da setj

‘ keselamatan Peraturan yang berlal?f .
, elayanan '
- :
4 Eva_lu‘aSI 1. Evaluasi Kine
| Kinerja 2. Kepuasan Masyarakat (
, Pelaksana berdasarkan pengawas

kinerja dan disiplin

anan dan kes

rja dilakukan melalui Survey

an atasan langsung terkait

elamatan pelayanan
mohon sesuai dengan

SKM) Evaluasi

5. SEKTOR PERDAGANGAN
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Surat Izin Usaha Perdagangan

1 l
| Bidang Usaha el |
Nomor Ecl;;lj Judul KBLI Waltu ! Masa Berlaku |
5 Urusan/Sektor Perdagangan
A. Rendah 1 ‘
47999 | Perdagangan Eceran Bukan di | NA | %ela}ina Pelaku
Toko, Kios, Kaki Lima, dan - |
. . menjalankan
Los Pasar Lainnya kesietas !
usaha |
NA Selama Pelaku
i 63122 | Portal Web dan/atau Usaha
E Platform Digital dengan menjalankan
: tujuan komersial kegiatan
’ usaha
| : : NA Selama Pelaku
. [45101 | Perdagangan Besar Mob! Usaha
i menjalankan
i S kegiatan
| usaha
% ’_,/’6‘1‘/‘ NA Selama Pelaku
| — ] oDb1 saha
!w. 45102 | Perdagangan Besar M Encnjalankan
5 Bekas kegiatan |
- usaha |
ﬁ/ Selama Pelaku |
l 2n Mobil Usaha
145103 | Perdagangan Eoet I menjalankan |

=
| |
‘ |




5 klne = dan disi lin_

SEKTOR TRANSPORT ASI

6 1) Nomor Induk Berusahg (NIB)

2) Izin Usaha Angkutap.
3) Izin Trayek; '

Bidang Usaha

Nomor Kode Fitiin
KBLI Judul KBL] Wakt. | Masa Berlaku
& Urusan/Sektor Transportasg
A. | Rendah
35151 ] fe“e“gah Rendah
eparasi Kapal Peiopo
dan Banouir—)liiﬁ?rahu INA [Sciama pelaku
BUEE AEhapung usaha
menjalankan
50221 | Akiivitas pelaven: Lol el LT
ki{tlgiltﬁs gflayanan NA Selama pelaku
pelabunhan laut usaha
menjalankan
usahanya
S0135 Angkutan laut dalam NA Selama pelaku
negeri pelayaran rakyat usaha
menjalankan
usahanya
42914 | Aktivitas pelayanan NA Selama pelaku
kepelabuhan laut usaha
menjalankan
usahanya
43120 | Penyiapan Lahan NA Selama pelaku
usaha
menjalankan
usahanya
C. Menengah Tinggi .
52222 [ Aktivitas Pelayanan 4 Hari Selama pelaku
Kepelabuhanan sungai usaha
dan danau menjalankan
L usahanva
52223 | Aktivitas Pelayanan o | eelams peld
Kepelabuhanan Hsd 'Zlank
penyeberangan menj an
usahanya
: i 5 Tahun
50211 | Angkutan sungai dan & o
danau linier (trayek tetap
dan teratur) untuk
- penumpansg i 5 Tahun
50228 | Angkutan penyeberangas R
umum dalam "
kabupaten/kota untu
barang i Selama pelaku
50111 | Angkatan laut dalam , 3 Hari £
negeri liniCI' dan tramp menjala_nkan
untuk penumpang usahanya




EKT OR KESEHATAN

7.9

T
Wakty Masa Berlaku

Urusan

/Sektor
| an/Sektor Keseharag ——— |
l\l B. W\———
| 56003 [ARtvieReah Rendah | ———
.‘l _ enﬁlt-a S pelayanan B vya—
: —————% NA 5 Tahun
| 47843 |Perdagangan
lima d coeran kaki [N |
- lan los pasar obat Selama pelaku usaha
radisional menjalankan
47843 P_’erdagangan eceranm‘ NA usahanya
lima dan los pasar obat Selama pelaku usaha
L tradisional menjalankan
56305 |[Ruma p usahanya
1ah/kedai obat NA |Selama pelaku usah
tradisional a pelaku usaha
menjalankan
47723 |p usahanya
tr‘;r Ciii‘gj;lglan eceran obat NA |Selama pelaku usaha
al untuk manusia menjalankan
- usahanya
47844 Eerdagangan eceran kaki NA | Selama pelaku usaha
lima dan los pasar kosmetik menjalankan
usahanya
47844 [Perdagangan eceran kaki NA |Selama pelaku usaha
lima dan los pasar kosmetik menjalankan
usahanya
32909 |Industri Pengolahan NA |Selama pelaku usaha
Lainnya maglh aktif
menjalankan
usahanya
}_,__
Selama pelaku usaha
47724 Pel‘dagangan eceran . La men?ala_nkan
kosmetik untuk manusia I
t NA Selama pelaku usaha
47725 |Perdagangan ecera? E;fasi masih aktif
laboratorium, alat 1ar menjalankan
untuk
usahanya ,

dan alat kesehatan
Selama pelaku usaha

manusia NA

21015 |Industri alat kesehataﬁj 1 masih aktif 1
dalam subgolongan = menjalankan |
usahanya |

Selama pelaku usaha |

/,//"T/’EEH_
‘tur Untuk masih aktif

32501 |Industri Fur? .
Operasi, PeraWB®? kteran menjalankan
an dan Kedo usahanya
K§3(21_0ktef —NA | Selama pelaku usaha
e tas Tissue masih aktif
kerts menjalankan

I 17091 |Industri

/,/,J/,US_E&IEEM




g. SEKTOR KETENAG
1) Nomor Induk g

I 7 ey e
— e s
Nomor | Kode | ““‘“3113\
P KBI-'Z-I___._‘__ j udul KRy ; M
3. Urusan/Sektoy | sa Berlaku
“_I__(_G__Eenag_?kerjaa\n 5
A 'Re. —_ ;
A [Remdan —— |
P Pelatihan Rery
Teknik Selama Pelakyu
Pemerintap Usaha
e menjalankan .
78412 ela&—iﬁmﬁ_“ﬁ““— kegiatan usaha 4
Teknologi . A Selama Pelaku *
Informasi dan Usa}}a |
Komunikasi men; alankan {
Pererntal kegiatan usaha i
: i
ra4le Pelatihan Kerja | NA Selama Pelaku i
Indust.rl Kreatif Usaha
Pemerintah menjalankan i
kegiatan usaha ;
78414 | Pelatihan kerja NA Selama Pelaku
Pariwisata dan Usaha
Perhotelan menjalankan
Pemerintah kegiatan usaha
78415 | Pelatihan kerja NA Selama Pelaku
Pariwisata dan Usaha
Perhotelan menjalankan
Pemerintah kegiatan usaha |
78416 | Pelatihan Kerja | NA 3‘;12‘111‘;8 Pelaku
P EKBrJat{.il menjalankan
D i kegiatan usaha
Pemerintah i =
- o NA Selama Pelaku
78417 | Pelatihan kerja tsahie
Pertanian dan menjalankan
Perikanan kegiatan usaha
pemerintah <A | Selama Pelaku
T : Kerja |NA
78419 | Pelatihan Bl Usaha
Pemerintah menjalankan
Lainnya kegiatan usaha
—ﬁK”H "Selama Pelaku
: {erja ha i
clatihan ket Usah |
78431 ?eknik menjalankan
usahaan kegiatan usaha ;

2) Izin Platiha

AKERyg
eI‘LlSaha NI
n Tenaga Kerga B




1. Sektor Pertanian

1

"NO |

1) Izin Tukang Potong
2) Izin Praktek Param

Dasar Hukum

Ternak
edik Veteriner.

KOMPONEN

i Peraturan Peme

LAMPIRAN 1

PERATY
RAN BUP

ATI PASAMAN

2. BARAT
TENTANG © AHUN 2023

LINGKUNG4 PELAYANAN  PUBLIK DI

MODAL paa.  DINAS  PENANAMAN
PINT N PELAYANAN TERPADU SATU

(Verkoning); dan

URAIAN

rintah Nomor 5 Tahun 2021

t
entang Penyeleﬂggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

‘Lffntang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

20 1‘9 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
Pertanian.

~—

= Si

Peryaratan

—— e e—

_ Pelaku

. Surat

stem,

. NIB
. Pemenuhan komitmen izin usaha rumah

potong hewan berupa pernyataan
mempunyai tenaga kerja paling sedikit :

a. dokter hewan sebagai pelaksana dan
penanggung jawab tekni§ pengawasan
kesehatan masyarakat veteriner;

b. Pemeriksa daging; dan _ '

c. juru sembelih halal .bagl komoditas yang
diperyaratkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-gndangan. .

Usaha wajib men.yampmkan
menuhan Komitmen mela_lul Sls_tern 0SS

pe lah Perizinan Prasarana dipenuhi.

et n Prasarana adalah perizinan terkait

(Perizms lokasi perairan, kawasan hutan,

ek dan lingkungan sesuai dengan

bangunat, eraturan pemndang-undangan].
ketentuan b — bersedia melaksanakan

Pernydi Rumah Potong Hewan (RPH)

endasi teknis dari Dinas yang

. Surat . fungsi peternakan

n Pengelolaan Limbah (SPPL)
embidangi fungsi Kesehatan




Tpelaksana
3 Jaminan
¥ | pelayanan

13/ Jaminan |

; keamanan dan

J keselamatan

! elayanan

'14/ Evaluasi
Kinerja

’ Pelaksana

"

2 sektOr‘Lingkungan hidup dan ke
1) Izin Pengelolaan Limbah Ba

B3)

]. - E-‘—h-—-_‘"“‘ --_-"‘—-—
Ja m pclaya\\‘——-

\

—

-'—\

ar] QeT————
arli Senin g g Ka
t «
stirahat 12,00 .4 13.00);

ari '
u stirahJum at mulai jam 6.30 s.d
i (j_aat 1200 s.d ]_330) dan‘

N praktek KKN. ’

e n
6] s.d s .Oan

mis mulai jam

alui Survey; dan
(SKM) Evaluasi

an atasan langsung terkait

Kepuasan Ma
berdasarkan

kinerja dan dpengawas

isiplin,

hutanan

han Berbahaya dan Beracun  (Limbah

2) lzin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

N R ———

2 Peryaratan
3 | Sistem,
| Mekanisme

dan Prosedur

B

o

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun
2021. Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menterl Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
7021 Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan

1
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkun

gan Hidup;

NIB .
KTP Pemohon

i atas UKL-UPL '

n dengan pihak Ketiga

Fotocopy
Fotocopy
Rekomendas

4

ntara (TPS

kan pendaftaran untuk
mela s dan password pada web

n user & :

mendapaté®’ - gicantik.go: id) ,

lcan login sesuai
f i1l K 4 {4

o),

user pada
Pemohon |




) I+
| < Jam pal..,
. Wi
15 A0 ‘ !
3. Bel, ( . al mulgg Jarm 65,800 ¢l
[ 5] I ’
pukes ol 12,00 5.4 13.50); dan
=] i t T YROAN praktel Ken :
:.'; .i_-l{]”}hlﬂ .I;I!II”“”] L" l" Ihhh{
{enimanan oe . G
ke anan dan diberik

keselamatan

Mty

Vg ¢
an e "N dan ey

Pad g se1 ’ Llllml.m [u-l.w,f:rll:m

[H"-(ritglr "Il, p‘,“”“

¥ - 17 Tl ¢ . T

pelayanan N yang hery, K Mon seaumn dengan
R - | akiy

1 Lvaluas

14 Evaluasi |

Ev 1IsT
- I “velline
Kinerja I A

1 Ki“(-r a il
als | hp‘”-!“. J“ (l‘l-lkllk
Pelaksana

N Mas
hf‘l'll”_’.-‘“rk;
kln('rj;‘ |

5 an melalhu Sarvey; dan
1) arakat (SKM) Evaluasi

_ .‘_"‘“F'_.rlw-l‘mll atasan langsung terkait
an disiplin,

3. Sektor Keschatan

1)  Permohonan Surat 12in Pealk , -
2) Surat Izin Praktek [_jmmi t{;l;il’(;:; Dokter (S1PD)
3)  Surat [zin Praktek Perawat (SIPP)
4) Surat lzin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA)
5)  Surat lzin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
6)  Surat Lan Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
7)  Surat Lan Praktek Apoteker (SIPA)
8) Surat lzin Praktek Tenaga Gizi (SIPTG2)
G)  Surat lzin Praktek Fisioterafis (SIPF)
10) Surat lzin Praktek Tenaga Tuknis_s Kc!’a_-;rmasiapl(SHfI"l‘K)
11) Surat lzin Praktek Rg-!’raksioncis‘sk(ig;i:ng;ﬁ (SIPRO)
2) Surat lzin Praktek Elektromed: ot - . ) )
;:: \t:::: ij: Praktek Tenaga 'lfcknis Kefarmasian (SIPTTK)
14) Surat lzin Praktek Dokter (SIPD) o
15) Surat lzin Kernja i’cre'rka_m_‘Mgdnsl'(SlKQI’JIK’]]‘q)
16) Surat Izin Kerja Tenaga ‘""‘””arﬁ;}(/} "
17) Surat lzin Kerja Tenaga (1_1?41 (S:KF)J z
18) Surat lzin Kerja Fisiolerapis (5
19) Surat lzin Optical (9 . qyeg) g
20} Surat lzin Ker)a R;d‘d'.“f' i“ | Izin Operasional Klinik
21) Izin Mendirikan Klinik ¢80 %0
22} Surat [zin Lnbi”"_uor%u[.n-! (L'!‘radisi(mat (STPT) a (PP-IRT)
23) Surat Terdaltar pg}-‘ff rgzm Industri Rumah Tangga |
24} Surat lzin Produks: :\L)l |

25) Surat lzin Apotik (S



4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
1) Izin Operasional SMP Swasta;
2) Izin Operasional SD Swasta;
3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belaj
. ) jar Masya :
ﬂ) Iz?n Operasional Pendidikan Anak Usia Dini'yd;ikat’
5) Izin Operasional Kursus; ’

NO | KOMPONEN URAIAN

3 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun
2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di  Bidang
Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Nonformal,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini; dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia, sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang
mengatur mengenai perizinan pendidikan.

o

2 Jenis Izin 3 Peryaratan
1) Izin 1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
Operasional 5. Foto copy KTP Kepala Sekolah
SMP Swasta; | 3. Foto copy NPWP
2) Izin 4. SK Penunjukan Kepala Sekolah
Operasional 5. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha )
SD Swasta; | 6. Study kelayakan dalam bentuk proposal (kajian
3) Izin kebutuhan pelayanan, sarana, kemampuan
I Operasional pembiayaan, susunan pengurus, daftar tenaga
| | Pendidikan pengajar, NPWP, Program sekolah).
| 5 Anak Usia | 7. Bukti hak kepemilikan tanah, bangunan atau
i Dini; dan surat kontrak.

| 8 Denah lokasi, ruangan, sarana dan prasarana.
| '; g

. —




—

/
Internet (wifi)
Aplikasj arsip digita]
L . .
3 | Kompetensi _
" | Pelaksanaan 4 Lt Huk.um/ Komputer/
2 M ministrasi/ Teknik:
+ emahami peratyrap
e Y
yang berlaku; dan rundang-undangan
4MPpuU mengoperasikan Komputer.
Pengawas 1. Dl ———
9 Inte%nal E é glla.kukan oleh atasan langsung; dan
- Dilakukan oleh Tim Audit Intemal.
10 Ez?lazginan 1. Kot&}k saran dan pengaduan;
ag a = 2. Email ; dpmptSppasamanbarat@gmail.com;
sar nk an 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;
masukan 4, gMS /WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638;
an
S. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat
Pengaduan Online. '

11 | Jumlah 2 (dua) Orang
Pelaksana

12 | Jaminan 1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam
Pelayanan 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00);

2. Jam pelayanan hari Jum'at milai jam 6.30 s.d
15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan
3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.

13 | Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan pglayanan
keamanan dan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan
keselamatan peraturan yang berlaku.

14 %ilzlia;?n 1. Evaluasi Kirerja dilakukan melalui St-trvey; dan

. . 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi
K11ilel?a o berdasarkan pengawasan atasan langsung
Pelaksan terkait kinerja dan disiplin.

BUPATI PASAMAN BARAT,

=

H. HAMSUARDI %

LY




